
 
 

BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 29 TAHUN  2014 
 

TENTANG 

 
STANDARDISASI  INDEKS BIAYA KEGIATAN,  PEMELIHARAAN, 

 PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG     

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 yang efisien dan 

efektif, perlu menyusun Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, 

Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah 

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;    

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 

Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2015;    
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

SALINAN 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan 
kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun 2015; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 

7); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA 
KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM 

PEMERINTAH KABUPATEN MEGELANG TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

Pasal 1 
 

Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran  2015. 
 

Pasal 2 

 
Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran. 
 

Pasal 3 

 
Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut:  

a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan 

dilaksanakan; dan 
b. memperhatikan azas efisiensi. 

 



Pasal 4 
 

(1) Harga satuan kendaraan dinas mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh 

Agen Tunggal Pemegang Merk. 

(2) Harga buku perpustakaan  mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh 

penerbit. 

(3) Harga obat generik, obat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, obat 
Jaminan Kesehatan Daerah dan obat non generik berpedoman pada Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat yang berlaku pada saat itu. 

(4) Harga peralatan kesehatan mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh Agen 
Tunggal, Distributor, dan atau Penyalur yang memiliki ijin penyalur alat 

kesehatan. 

(5) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan 
berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di BPN. 

 

Pasal 5 
 

Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya 
Kegiatan, Pemeliharan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau belum 

diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar dan dilaksanakan 
dengan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 16 Agustus 2014 

BUPATI MAGELANG, 

ttd 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 16 Agustus 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT, 

ttd 

AGUNG TRIJAYA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 29 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

IDAM LAKSANA, SH. MHum 
Pembina Tk. I 

NIP. 19681228 199403 1 006 

 


